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Jumlah Persetujuan Investasi adalah banyaknya persetujuan dalam kegiatan menanam modal,●

baik oleh penanam dalam negeri maupun modal asing.
Investasiadalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan●

dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktivadengan suatu
harapan mendapatkan keuntungan pada masa depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai
penanaman modal.
Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal●

dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik
Indonesia.

RUJUKAN

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
 

RUMUS

-

WALI DATA
Penanaman modal dan pelayanan terpadu
UKURAN

-

UNIT
10
KEGUNAAN

Untuk mengetahui banyaknya persetujuan investasi pada waktu tertentu.
 

INTERPRETASI

Jumlah Persetujuan Investasi menunjukan banyaknya persetujuan dalam kegiatan
menanam modal, baik oleh penanam dalam negeri maupun modal asinguntuk melakukan usaha di
wilayah negara Republik Indonesia..
 

KETERANGAN

Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha●

Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah
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negara Republik Indonesia.
Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah●

negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yangmenggunakan
modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
Bentuk-bentuk investasi Berupa:●

           1. Investasi Tanah
           2. Investasi Pendidikan
           3. Investasi Saham
           4. Investasi Mata Uang Asing
 

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Nasional, Provinsi, Kabupaten
 

PERIODE
Tahunan
LAG DATA

H+1
 

KEWENANGAN

-

DOKUMEN

LPPD
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